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This study investigated the effect of earning management and institutional ownerships on tax avoidance. 
This study defines tax avoidance broadly as any activity that reduces explicit taxes. The population is 
manufacturing sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) period 2012-2017. 
Sampling method is used purposive sampling and obtained as much as 10 samples and 180 observations. 
As in the prior studies, also the results of this thesis are partly contradictory. We found portion of the 
institutional ownership affect net interest margin negatively. We find weak evidence that the earning 
management is related to the corporate tax avoidance.  It is recommended that empirical studies should 
be undertaken in the same field to find out what more internal factors could tax avoidance in Indonesia. 
 





Latar Belakang  
Pajak adalah sumber penerimaan penting 
bagi setiap negara, dan bahkan konstribusinya 
terhadap penerimaan negara adalah yang terbesar. 
Indonesia misalnya, kontribusi pajak terhadap 
penerimaan negara pada APBN 2019 yaitu 82,5% 
atau senilai Rp1.786,4 (Dirjen Anggaran, 2019). 
Sebaliknya bagi wajib pajak membayar pajak itu 
adalah beban, oleh karena itu selalu mencari 
upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus 
dibayarnya, baik secara legal ataupun tidak legal 
(Desai & Dharmapala, 2006).  
Termasuk yang legal bila pengurangan 
pajak dilakukan melalui transaksi yang tidak 
dilarang oleh peraturan pajak, memanfaatkan 
peraturan pajak yang memberikan fasilitas agar 
pajak bisa dikurangkan, memilih kegiatan usaha 
yang tarif pajaknya rendah dan memanfaatkan 
kelemahan yang ada pada peraturan pajak. 
Sedangkan dengan cara ilegal pengurangan pajak 
dilakukan antara lain dengan cara melanggar 
peraturan pajak yang ada, tidak melaporkan 
transaksi atau mencatat transaksi palsu sehingga 
pajak yang dibayar menjadi lebih kecil, atau 
mengubah nilai transaksi dan lainnya. 
Tujuan dibentuknya undang-undang dalam 
memungut pajak adalah untuk mendapatkan 
penerimaan negara dari pajak semaksimal 
mungkin. Namun celah-celah (loopholes) dalam 
undang-undang dan peraturan perpajakan serta 
masih adanya persoalan tumpang-tindih regulasi, 
membuat praktik penghindaraan pajak sering 
dilakukan wajib pajak. Praktik penghindaran 
pajak dengan cara legal memang tidak melanggar 
isi dari undang undang tersebut, tetapi tidak 
mendukung tujuan dibentuknya undang-undang 
perpajakan tersebut.  
Praktik penghindaran pajak tampaknya 
sudah menjadi kewajaran dan bukan merupakan 
fenomena baru dalam lingkungan bisnis, baik itu 
dilakukan secara legal  maupun tidak 





legal. Karena pajak merupakan beban (cost) yang 
harus ditanggung oleh perusahaan dan akhirnya 
akan mengurangi keuntungan pihak pemegang 
saham, maka perencanaan pajak (tax planning) 
menjadi strategi yang umumnya 
direkomendasikan oleh pemegang saham. Melalui 
praktik penghindaran pajak seolah-olah 
perusahaan melakukan penghimpunan tabungan 
pajak (corporate tax savings) dan kemudian 
menstransfernya untuk kepentingan atau manfaat 
pemegang saham (McGuire et al. 2014). 
Namun demikian belum ada kesepakatan 
yang final tentang konsep penghindaran pajak. 
Sebagian peneliti sepakat bahwa tax avoidance 
berada pada kontinum strategi perencanaan pajak 
(tax planning), mulai dari yang sifatnya legal 
hingga tidak legal. Makin mendekati kutub yang 
tidak legal, makin agresif perusahaan untuk 
menghindari pembayaran pajaknya. Dengan 
demikian tax aggressiveness merupakan bagian 
dari tax avoidance yang bersifat aggressive. 
Penelitian ini memilih konsep tax avoidance 
sebagai setiap aktivitas perusahaan yang 
ditujukan untuk mengurangi pajak eksplisit 
(Hanlon & Heitzman, 2010). Pajak eksplisit yaitu 
pajak yang dapat memengaruhi besaran laba 
setelah pajak, salah satunya adalah pajak 
penghasilan.  
Penghindaran pajak diantaranya dapat 
dilakukan melalui pengaturan laba (earning 
management), yaitu ketika perusahaan mengatur-
ngatur (menurunkan) pendapatannya agar beban 
pajaknya berkurang (Boynton et al. 1992). Tetapi 
karena motif manajemen bukan hanya ditujukan 
untuk kepentingan penurunan pajak, maka 
dampak manajemen laba terhadap penghindaran 
pajak masih menjadi diskusi. 
Begitu pula dengan faktor tata kelola, yang 
didalamnya terdapat tarik-menarik kepentingan 
antara manajer dan prinsipal, diduga 
penghindaran pajak pun merupakan bagian dari 
keputusan tata kelola perusahaan. Salah satu 
pemangku kepentingan dalam melaksanakan tata 
kelola perusahaan adalah pemegang saham, yang 
salah satunya yang berasal dari institusi 
(institutional ownership). Makin besar porsi 
kepemilikan saham institusi, makin besar 
kekuasannya untuk menentukan kebijakan 
perusahaan termasuk dalam upaya penghindaran 
pajak. Namun hingga kini kini diskusi tentang 
pengaruh kepemilikan institusi terhadap 
penghindaran pajak masih terus berlangsung dan 
belum ada kesimpulan yang final. Oleh karenanya 
penelitian tentang pengaruh manajemen laba dan 
kepemilikan institusional terhadap penghindaran 
pajak (tax avoidance) masih penting untuk 
dilakukan. 
 
Masalah, Tujuan & Manfaat Penelitian 
Berdasarkan latar belakang di muka, 
maka penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 
manajemen laba dan kepemilikan institusional 
terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)  
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 
Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan 
discretionary total accrual (DTA), kepemilikan 
instutusional dan effective tax rate (ETR) 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi 
khazanah keilmuan dalam bidang Akuntansi, 





khususnya yang berkaitan dengan manajemen 
laba dan perpajakan. Dari sisi kepentingan praktis, 
penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 
rujukan alternative bagi perusahaan untuk 
merumuskan perencanaan pajak yang sesuai 
dengan undang-undang dan peraturan perpajakan 
di Indonesia.   
 




 Belum ada kesepakatan yang bulat 
mengenai konsep penghindaran pajak, apakah 
upaya pengurangan pajak melalui tax planning 
tersebut tergolong legal atau illegal, dan begitu 
pula dengan konsep tax aggressive, tax evasion, 
dan tax avoidance. Misalnya Lietz (2013) 
menjelaskan bahwa  tax planning mencakup 
semua aktivitas yang bertujuan untuk mengurangi 
pajak, baik yang legal maupun illegal, termasuk 
semua jenis pajak baik eksplisit maupun implisit. 
Tax planning dilakukan berdasarkan strategi 
bisnis perusahaan, dan bertujuan untuk 
memaksimalkan return setelah pajak penghasilan.  
Dengan demikian tujuan tax planning 
bukan hanya untuk meminimalkan pajak 
penghasilan karena bisa saja wajib pajak bisa 
mendapatkan tujuan lain, seperti memanfaatkan 
fasilitas pajak yang ditawarkan oleh pemerintah. 
Memang tidak semua tindakan perencanaan pajak 
dilakukan secara ilegal, namun semakin banyak 
celah yang digunakan perusahaan untuk 
menghindari pajak maka perusahaan dianggap 
semakin agresif. 
Tax avoidance merupakan upaya 
pengurangan pajak perusahaan secara eksplisit 
dengan cara apapun. Sementara pajak implisit 
adalah mengurangi pajak dari return yang berasal 
dari investasi yang memperoleh insentif pajak, 
misalnya adanya tarif pajak penghasilan yang 
lebih rendah dari yang normal dan penghasilan 
bunga dari bunga obligasi. Pengurangan pajak 
karena adanya negosiasi juga termasuk pengertian 
tax avoidance. Tax avoidance termasuk grey area, 
ilegal, dan yang bersifat manipulatif terhadap 
peraturan pajak. Definisi yang luas ini sering 
dipakai oleh para peneliti untuk membahas 
pengurangan pajak yang mempengaruhi profit 
setelah pajak atau cash flow. Dengan demikian, 
tax avoidance mencakup tax aggressive, tax 
sheltering, dan tax evasion yang tujuan utamanya 
adalah pengurangan pajak eksplisit. 
Berikutnya Chen et al. (2010) misalnya 
menyatakan bahwa penghindaran pajak sebagai 
pengurangan pendapatan kena pajak melalui 
aktivitas perencanaan pajak. penghindaran pajak 
merupakan aktivitas spesifik yang tujuan 
utamanya meminimalkan biaya pajak 
perusahaan (Slemrod, 2014). Kemudian Frank et 
al. (2009) mengajukan penghindaran pajak 
perusahaan sebagai suatu tindakan merekayasa 
pendapatan kena pajak yang dilakukan 
perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, 
baik menggunakan cara yang tergolong legal (tax 
avoidance) atau ilegal (tax evasion). Dengan kata 
lain penghindaran pajak adalah strategi untuk 
mengurangi beban pajak perusahaan dengan cara 
yang tergolong melanggar peraturan atau 
memanfaatkan celah-celah hokum yang ada.  
Sementara  Frischmann et al. (2008) lebih 





tegas lagi yaitu agresivitas pajak merupakan 
tindakan pengaturan pajak yang didukung oleh 
fakta yang relatif lemah. Namun ada juga yang 
memosisikan agresivitas pajak dalam wilayah 
abu-abu  seperti yang diajukan oleh Lisowsky et 
al. (2010), yaitu menempatkan agresivitas pajak 
sebagai kegiatan yang berada pada akhir 
kontinum penghindaran pajak (tax avoidance) 
atau hampir mendekati pada kategori penggelapan 
pajak. Oleh karena itu pemerintah perlu 
membangun regulasi dan sistem yang lebih terang 
agar wilayah abu-abu ini tidak dimanfaatkan oleh 
pelaku bisnis.  
Berikutnya tax sheltering yang merupakan 
tax planning menurut US Congress (1999) adalah 
pengaturan sedemikian rupa untuk menghindari 
pengenaan pajak dengan membuat keuntungan 
ekonomi tanpa adanya kerugian dan risiko 
ekonomi. Menurut American Institute of Certified 
Public Accountants (AICPA), tax sheltering tidak 
mempunyai tujuan bisnis, namun hanya untuk 
penghindaran pajak yang sesuai dengan peraturan 
pajak. Misalnya adalah penggunaan special legal 
vehicles atau SPV (special purpose vehicle) untuk 
mengalihkan penghasilan dan mempunyai 
perusahaan yang ada di tax heaven country. Tax 
sheltering tidak akan menguntungkan bagi sistem 
perpajakan yang ada secara keseluruhan, baik 
bagi pengambilan keputusan maupun bagi 
masyarakat secara umum. Tax sheltering ini 
merupakan tipe yang lebih agresif dari motivasi 
untuk pengurangan pajak. Sedangkan tax evasion 
adalah illegal, semua kegiatan yang mengurangi 
pajak secara melanggar hukum tergolong tax 
evasion.  
Karena konsepnya berbeda-beda maka 
ukuran penghindaran pajak pun pajak berbeda-
beda, tergantung konsep yang digunakan,  bahkan 
ada yang menyatakan jumlahnya tidak kurang dari 
10 indikator (Hanlon & Heitzman, 2010). 
Indikator yang umum digunakan adalah tarif 
pajak efektif (effective tax rate-ETR) yang 
merupakan rasio antara beban pajak sebagai 
numerator dengan kemampuan membayar pajak 
sebagai denominatornya, atau jumlah pajak yang 
dibayar perusahaan relatif terhadap laba kotor. 
Makin besar upaya perusahaan dalam 
penghindaran pajak (tax avoidance), makin kecil 
tarif pajak efektifnya (ETR). 
Beragamnya ukuran penghindaran pajak 
juga disebabkan karena masing-masing  memiliki 
keterbatasan (Taylor et al. 2015). Misalnya 
Zimmerman (1983) merumuskan ETR sebagai 
(tax expense – deferred tax expense)/ operating 
cash flow. Berikutnnya Porcano (1986) 
menyatakan bahwa ETR = (tax expense – deferred 
tax expense)/(profit before interest and tax). 
Stickney & McGee (1982) merumuskannya 
sebagai ((tax expense/(profit before tax – 
(deferred tax expense/statutory tax rate)). 
Sedangkan Shevlin (1987) mengajukan ukuran 
ERT yang lebih rinci yaitu: (Tax expense – 
deferred tax expense)/(profit before tax - 
(deferred tax expense/statutory tax rate)). 
  Terdapat beberapa cara untuk melakukan 
penhindaran pajak, diantaranya dengan 
memperbesar penggunaan sumber dana yang 
memiliki beban tetap (leverage), misalnya melalui 
utang sehingga bunganya merupakan beban tetap 
dan akan mengurangi beban pajak. Semakin 





tinggi beban perusahaan semakin kecil beban 
pajak yang harus dibayarkan serta semakin tinggi 
jumlah utang berarti semakin menambah pos 
biaya bunga. Dengan demikian praktik ini dapat 
dikategorikan sebagai tindakan pajak agresif. 
Celah regulasi yang dimanfaatkan adalah Pasal 6 
ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 yang 
menegaskan bahwa bunga merupakan bagian dari 
biaya usaha yang boleh dikurangkan sebagai 
biaya (deductible expense) dalam proses 
perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) badan. 
 
Manajemen laba dan penghindaran pajak 
Masih terdapat perbedaan yang tegas 
diantara para peneliti tentang konsep manajemen 
laba, terutama bila dikaitkan dengan upaya 
rekayasa laporan keuangan untuk kepentingan 
tertentu. Misalnya Schipper (1989) 
mendefinisikan manajemen laba sebagai tindakan 
negatif memanipulasi laporan eksternal untuk 
memeroleh keuntungan pribadi seperti 
meningkatkan kompensasi manajer.  
Ia menjelaskan bahwa manajemen laba 
merupakan suatu kondisi dimana manajemen 
melakukan intervensi dalam proses penyusunan 
laporan keuangan bagi pihak eksternal maupun 
internal dengan tujuan, meratakan, menaikan 
atau menurunkan laba. Begitu pula Healy & 
Wahlen, 1989) menyatakan manajemen laba 
sebagai bentuk intervensi manajer dalam 
mengatur laporan keuangan agar menyesatkan 
pemegang saham dan memeroleh manfaat 
kontraktual. Kemudian Phillips et al. (2003) 
menyatakan bahwa manajemen laba sebagai 
manipulasi pilihan kebijakan akuntansi dan arus 
kas operasi.  
Karena direkayasa,  manajemen laba 
adalah salah satu faktor yang dapat mengurangi 
kredibilitas laporan keuangan, dan menambah 
bias laporan keuangan serta dapat mengganggu 
pihak pengguna laporan keuangan yang 
mempercayai angka-angka hasil rekayasa 
tersebut. Sementara Scot (2003) memosisikan 
manajemen laba lebih netral (grey area), yaitu 
sebagai pilihan kebijakan akuntansi oleh manajer 
untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Ronen 
& Yaari (2008) secara tegas menempatkan  
manajemen laba sebagai tindakan positif dan legal 
yaitu langkah  manajemen untuk memengaruhi 
interpretasi laporan pendapatannya. 
Setidaknya terdapat tiga kelompok motif 
atau insentif mengapa perusahaan melakukan 
langkah manajemen laba, yaitu contracting 
motives, capital market motives dan external 
motives (Diri, 2018). Motif eksternal 
berhubungan dengan pihak ketiga, yaitu seperti 
pelanggan, auditor, pesaing, regulasi, dan industri.  
Pihak ketiga ini akan memengaruhi strategi 
perusahaan dalam upaya meningkatkan 
pendapatannya (Ronen &Yaari, 2008), termasuk 
didalamnya adalah pertimbangan beban pajak.  
Penghindaran pajak yang tidak legal oleh 
Eilifen et al. (1999) dikelompokkan sebagai 
manipulasi yang merusak. Misalnya bila 
perusahaan akan mengurangi beban pajaknya 
maka manajemen laba diarahkan untuk 
mengurangi pendapatan, atau bila pengurangan 
beban pajak itu ditujukan untuk periode 
mendatang maka perusahaan akan menggeser 





pendapatannya ke akhir periode tersebut 
(Maydew, 1997). Namun karena manajemen laba 
juga memerlukan biaya, maka pihak perusahaan 
akan mempertimbangkan berapa besar manfaat 
pengurangan pajak yang diperoleh dibandingkan 
biaya manajemen laba yang harus dikeluarkan 
(Badertscher et al. 2006).  
Motif manajemen laba untuk tujuan 
pengurangan beban pajak telah banyak dilaporkan 
oleh  beberapa penelitian. Misalnya hasil studi 
Gupta & Newberry (1997) mengungkapkan 
bahwa ETR berasosiasi signifikan dengan laba 
perusahaan, baik yang diukur dengan  return on 
assets atau arus kas operasional. Argumentasi 
singkatnya yaitu makin besar laba perusahaan 
yang diperoleh, makin besar insentif untuk 
mengurangi beban pajak dibandingkan dengan 
perusahaan lain yang labanya lebih kecil (Dunbar 
et al. 2010). Berikutnya Cook et al. (2008) 
membuktikan bahwa manajemen laba melalui 
penentuan ETR merupakan indikator perencanaan 
pajak yang tepat. Dengan redaksi yang berbeda, 
Dhaliwal et al. (2004) menyatakan bahwa beban 
pajak merupakan komponen penting untuk 
mempelajari manajemen laba. Ketika manajer 
memiliki insentif untuk untuk mencapai target 
pendapatan tertentu, beban pajak adalah 
pertimbangan terakhir dalam merumuskan 
manajemen laba. Namun demikian, makin besar 
porsi kepemilikan institusional, makin besar pula 
potensi konfliknya atau dikenal dengan 
entrenchment atau expropriation hyphothesis (La 
Porta et al. 1999; Bozec and Bozec, 2007). 
 
Kepemilikan institusional  dan penghindaran 
pajak 
Agar perusahaan memiliki nilai dan daya 
saing yang tinggi, baik secara nasional maupun 
internasional, sehingga mampu mempertahankan 
keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk 
mencapai maksud dan tujuan perusahaan, maka 
perusahaan harus dikelola yang secara baik. Tata 
kelola yang baik adalah prinsip-prinsip yang 
mendasari suatu proses dan mekanisme 
pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan 
perundang-undangan dan etika berusaha. Prinsip-
prinsip tersebut adalah transparansi,  
akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian 
dan kewajaran.   
Salah satu pemangku kepentingan dan 
governance body dalam melaksanakan tata kelola 
perusahaan adalah pemegang saham, baik itu 
yang berasal dari institusi, manajerial, maupun 
publik, atau kombinasi ketiganya dengan proporsi 
tertentu. Dikaitkan dengan potensi konflik, 
proporsi kepemilikan saham yang terpusat pada 
satu kepemilikan cenderung akan mengurangi 
konflik (Jensen & Meckling, 1976; Demsetz & 
Lehn, 1985; Pound, 1988), atau dikenal dengan 
convergence hypotesis.  
Kepemilikan institusional merupakan 
kepemilikan saham perusahaan oleh institusi di 
luar perusahaan sehingga merupakan pihak yang 
dapat mengawasi kinerja perusahaan. Institusi 
tersebut antara lain perusahaan investasi, asuransi, 
bank, reksadana, dana pensiun, dan sebagainya. 
Keberadaan pemegang saham institusional 
memperlihatkan adanya mekanisme tata kelola 
perusahaan yang kuat karena dapat berperan 





dalam mengawasi manajer dan kinerja 
perusahaan. Makin besar porsi kepemilikan 
institusional, makin ketat pengawasan oleh pihak 
eksternal perusahaan.  
Kehadiran kepemilikan institusional akan 
memberikan peluang, sumberdaya dan 
kemampuan untuk memantau, mendisiplinkan 
dan memengaruhi manajer (Chung et al. 2002). 
Apalagi dengan porsi, kehadiran kepemilikan 
institusional akan memberikan manfaat dalam 
bentuk skala ekonomi dalam hal pengumpulan 
informasi, dan menekan biaya agensi karena 
adanya pemisahan kepemilikan (Koh, 2003). 
Namun demikian, makin besar porsi kepemilikan 
institusional, makin besar pula potensi konfliknya 
atau dikenal dengan entrenchment atau 
expropriation hyphothesis (La Porta et al. 1999; 
Bozec and Bozec, 2007). 
Berpengaruhnya kepemilikan 
institusional terhadap agresivitas pajak diduga 
karena kepemilikan institusi dapat mendorong 
manajemen untuk tidak melakukan tindakan 
agresivitas pajak. Kepemilikan institusional dapat 
memperkecil munculmya konflik kepentingan, 
seperti menghambat rencana manajer untuk 
menghindari/mengurangi pajak. Selain itu, 
kepemilikan institusional juga berhak memantau 
jalannya perusahaan, sehingga dapat memaksa 
manajer untuk bertindak sesuai dengan tujuan 
perusahaan dan tidak bertindak mementingkan 
kepentingan pribadi, seperti mengurangi jumlah 
pajak perusahaan. Tekanan dari pemegang 
saham institusi terhadap agresivitas pajak 
perusahaan terjadi karena dalam jangka panjang 
tindakan tersebut dapat merugikan kredibilitas 
perusahaan. Makin besar porsi kepemilikan 
institusional, makin kuat  pihak-pihak institusi 
dalam memengaruhi pengambilan keputusan 
perusahaan. Kecenderingan ini sejalan dengan 
pendapat  Brav et al. (2008) dan Appel et al. 
(2016) yang menyatakan bahwa investor 
institusional dapat memengaruhi tata kelola 
perusahaan, kemudian memantau perusahaan 
dengan baik sehingga dapat meningkatkan kinerja 
perusahaan. 
Adanya pengawasan yang aktif dari pihak 
investor institusional menyebabkan tekanan pada 
perusahaan agar berfokus pada kepentingan 
ekonomi para investor institusional yaitu laba 
yang tinggi. Pengawasan yang dilakukan oleh 
investor institusional sangat bergantung pada 
besarnya investasi yang dilakukan. Pihak 
institusional yang menguasai saham lebih besar 
daripada pemegang saham lainnya dapat 
melakukan pengawasan terhadap kebijakan 
manajemen yang lebih besar juga sehingga 
manajemen akan menghindari perilaku yang 
merugikan para pemegang saham. Manajer 
cenderung mempertimbangkan risiko yang 
ditanggung oleh pemegang saham apabila 
perusahaan melakukan pengurangan pajak, 
sehingga dengan adanya kepemilikan 
institusional dapat mengurangi tidakan agresivitas 
pajak perusahaan.  
Uraian dimuka menjelaskan bahwa 
terdapat hubungan antara kepemilikan 
institusional dengan  penghindaran pajak. 
Beberapa hasil penelitian sebelumnya juga 
melaporkan kecenderungan yang sama walaupun 
kesimpulan mengenai arah hubungannya masih 





terjadi kontradiksi. Misalnya Chen et al. (2015), 
Khan et al. (2016), dan Bird and Karolyi (2017) 
menemukan hubungan yang positif antara 
investor institusional dengan penghindaran pajak 
(tax avoidance). Sebaliknya Khurana & Moser 
(2013) dan Hasan et al. (2016) justeru 
menemukan hubungan yang sebalikya karena 
investor instituional cenderung lebih agresif 
untuk meningkatkan labanya, sehingga lebih 
fokus terhadap kinerja jangka pendek dan 
mendorong manajer untuk meningkatkan laba 
Dengan adanya pengawasan dari kepemilikan 
institusional dan kepemilikan manajerial akan 
membuat pihak perusahaan lebih berhati-hati 
dalam menentukan strategi terkait dengan pajak. 
Sementara Leipala (2017) menemukan 
bukti yang lemah bahwa kepemilikan institusional 
berhubungan negatif dengan penghindaran pajak. 
Sebaliknya ada indikasi bahwa makin besar porsi 
investor institusional, makin besar pula upaya 
untuk menghindari pajak.  Kemudian Kiesewatter 
& Manthey (2017) yang dalam penelitiannya 
menguji hubungan antara tata kelola dan 
kebijakan perpajakan terhadap 80 perusahaan 
yang terdaftar di bursa saham Jerman (DAX dan 
MDAX) mengungkapkan bahwa makin besar 
kepemilikan institusional maka makin kuat tata 
kelola perusahaan dan akhirnya berdampak 
negatif terhadap upaya penghindaran pajak.  
Dengan demikian, makin besar porsi 
kepemilikan institusional maka langkah 
pemantauan terhadap manajer menjadi lebih 
efektif dan konflik makin dapat dikurangi 
sehingga pada gilirannya pupaya penghindaran 
pajak juga makin berkurang. Berdasarkan 
argumentasi tersebut, maka hipotesis penelitian 
adalah: porsi kepemilikan institusional 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
agresivitas pajak (peningkatan tarif pajak efektif).  
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini akan melakukan pengujian 
empiris pengaruh manajemen laba dan tata-kelola 
terhadap agresivitas pajak.  Penelitian ini 
mempergunakan pendekatan kuantitatif dengan 
pertimbangan filosofis positivistism (Creswel, 
2014; Lincoln & Guba, 2013). Dari aspek 
kegunaannya, penelitian ini tergolong pada 
penelitian terapan, dan dari sisi tujuannya 
termasuk pada penelitian deksriptif (Neuman, 
2014; Creswell, 2014, Robson, 2012), yaitu 
menjelaskan hubungan antara agresivitas pajak 
dengan manajemen laba dan tata kelola. 
Sedangkan desain penelitian yang digunakan 
adalah penelitian korelasional yaitu menguji dan 
mengestimasi hubungan banyak variable baik 
secara parsial maupun simultan dengan 
menggunakan metode regresi berganda data panel 
(Creswell, 2012). 
 
Variabel dan indikator penelitian 
Penelitian ini melibatkan tiga variable, 
dan menetapkan penghandaran pajak sebagai 
variable dependen, dan yang lainnya (manajemen 
laba dan tata-kelola) sebagai variable independen. 
Tax avoidance diukur dengan menggunakan 
indikator effective tax rate (ETR) tahun berjalan. 
Semakin rendah nilai ETR perusahaan maka 
semakin tinggi tingkat agresivitas pajaknya. ETR 
yang rendah menunjukan beban pajak lebih kecil 





dari pendapatan sebelum pajak (Lanis & 
Richardson., 2011). ETR diperoleh dari hasil 
pembagian pajak tahun berjalan dengan 
pendapatan atau laba sebelum pajak tahun 
berjalan (Dunbar et al. 2011), atau: 
 
𝐸𝑇𝑅𝑖𝑡 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑎𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑖𝑡
𝑃𝑟𝑒 𝑇𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑖𝑡
 𝑥 100% 
 
Nilai ETR berkisar antara 0 -1, makin rendah nilai 
ETR yang dimiliki perusahaan maka semakin 
tinggi tingkat agresivitas pajak, dan sebaliknya 
Variabel manajemen laba diukur dengan 
indikator discretionary total accrual (DA), 
dihitung dengan formula Jones modification 













+  𝜀𝑖𝑡 
 









+  𝜀𝑖𝑡 
 
𝐷𝐴𝑖𝑡  =  
𝑇𝐴𝑖𝑡
𝐴𝑎𝑣𝑔
 −  𝑁𝐴𝑖𝑡 
 
(TA= total accruals; A = total assets;  R = revenue; AR = 
accounts receivable; PPE =  gross value of property, plant, 
and equipment; NA = normal accruals; DA = discretionary 
accruals; dan Aavg = average total assets). 
 
Hasil akhir manajemen laba adalah peningkatan 
laba (income increasing), perataan laba (income 
smoothing), atau penurunan laba (income 
decreasing). Kriteria manajemen laba adalah 
income increasing bila DA positif, income 
smoothing bila DA = nol, dan income decreasing 
bila DA negatif. Perataan laba didasari oleh 
keyakinan bahwa angka laba yang stabil dari 
periode ke periode akan menyebabkan 
peningkatan nilai perusahaan (Wolk & Tearney, 
1997).  
Variabel tata-kelola diukur dengan 
indikator kepemilikan institusional (IO) yang  
merupakan jumlah kepemilikan  saham oleh 
investor institusi (nonpublic shareholders) dan 
dirumuskan sebagai persentase  jumlah saham 
yang  dimiliki oleh institusi terhadap total  saham 
yang beredar, atau: 
 
𝐼𝑂 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 
 
Kriteria kepemilikan ditetapkan sangat rendah, 
rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi bila 
interval kepemilikkannya berkisar antara: 0% - 
20%; 21%-40%; 41%-60%; 61%-80%70, dan 
>80%. 
 
Data dan sampel penelitian 
Data penelitian diperoleh dari laporan 
keuangan sepuluh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI selama enam tahun (2012-2017), 
dan disusun dalam bentuk data panel. Kesepuluh 
perusahaan sampel dipilih dari populasi sebanyak 
144 perusahaan dengan menggunakan teknik 
purposive sampling.  
Kesepuluh perusahaan itu adalah: PT. 
Duta Pertiwi Nusantara, Tbk (DPNS). PT. 
Ekadharma International, Tbk (EKAD). PT. 
Selamat Sempurna, Tbk (SMSM), PT. Indofood 
CBP Sukses Makmur, Tbk (ICBP), PT. Nippon 
Indosari Corporindo, Tbk (ROTI), PT. Sekar 
Laut, Tbk (SKLT), PT. Siantar Top, Tbk (STTP), 





PT. Kimia Farma (Persero), Tbk (KAEF), PT. 
Kalbe Farma, Tbk (KLBF) dan PT. Unilever 
Indonesia, Tbk (UNVR) 
Kriteria pemilihan sampel tersebut 
dijelaskan pada  tabel berikut. 
 
Tabel 1 




 Penelitian ini menggunakan analisis 
regresi data panel dengan pilihan, yaitu:  
common effect (CE), fixed effect (FE), atau 
random effect (RE). Common Effect hampir 
relatif sama dengan regresi biasa yang 
menggunakan pendekatan ordinary least square 
(OLS). Metode ini mengabaikan variasi unit 
pengamatan dan waktu, sehingga diasumsikan 
bahwa perilaku data perusahaan sama dalam 
berbagai kurun waktu (Baltagi, 2008). Akibatnya 
konstanta dan koefisien regresinya tidak berubah 
sepanjang waktu.  
𝑌𝑖𝑡 =  𝑋𝑖𝑡
′ 𝛽 +  𝑒𝑖𝑡 
 
(eit = komponen kesalahan yang diasumsikan memiliki rata-
rata nol dan variannya homogen dalam urutan waktu; β = 
efek perubahan X yang diasumsikan konstan dalam urutan 
waktu).   
  
Fixed Effect mengasumsikan ada perbedaan antar 
individu dan dapat diakomodasi dari perbedaan 
intersepnya (Wooldridge, 2002). Fixed Effect 
menggunakan teknik variable dummy untuk 
menangkap perbedaan intersep antar perusahaan. 
Menurut Gujarati (2004), disebut Fixed Effect 
karena walaupun intersepnya berbeda untuk 
setiap subyek tetapi nilainya tidak berubah 
sepanjang waktu. 
 
𝑌𝑖𝑡 =  𝑋𝑖𝑡
′ 𝛽 + 𝑐𝑖𝑡 +  𝑑𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 
 
(ci = pengaruh spesifik individual yang tidak teramati;   dt = 
konstanta yang tergantung waktu).   
  
Sedangkan Random Effect Model (REM) yang 
sering disebut dengan Error Component Model 
atau teknik Generalized Least Square, 
mengasumsikan variabel gangguan saling 
berhubungan antar waktu dan antar individu, dan 
perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms 
masing-masing perusahaan. Keuntungan 
menggunakan RE yakni menghilangkan 
heteroskedastisidas (Ullah, 2004).  
 
𝑌𝑖𝑡 =  𝑋𝑖𝑡
′ 𝛽 +   𝑒𝑖𝑡  dan  𝑒𝑖𝑡 =  Ʋ𝑖
 +  𝜈𝑖𝑡 +  𝑊𝑖𝑡 
 
Agar dapat memilih metode yang tepat, 
sebelumnya perlu dilakukan tahapan pengujian, 
yaitu: (1) Chow Test, untuk menentukan apakah 
harus memilih model Common Effect ataukah 
Fixed Effect, (2) Hausman Test, untuk memilih 
apakah Fixed Effect atau Random Effect (Baltagi, 
2008), dan (3) Lagrangian Multiplier untuk 
menentukan apakah Random Effect lebih baik 





daripada metode Common Effect (Brooks, 2008).  
 Sebelum dilakukan analisis data lebih 
lanjut, terlebih dahulu dilakukan asumsi klasik 
yang meliputi distribusi kenormalan (Jarque-
Bera test), hetereskedatisitas (Breusch Pagan 
Godfrey test), otokorelasi (Durbin-Watson test), 
multikolinearitas (Variance Inflation Factors test) 
dan uji linearitas (Ramsey reset test). 
 
HASIL DAN DISKUSI 
Deskripsi variabel penelitian 
Selama periode penelitian tercatat tiga 
perusahaan yang terindikasi melakukan teknik 
menurunkan laba (income decreasing), masing-
masing adalah PT. Indofood CBP Sukses 
Makmur, Tbk (ICBP) sebesar rata-rata -708.224, 
PT. Nippon Indosari Corporindo, Tbk (ROTI) -




Deskripsi statistik variabel penelitian 
 EM IO ETR 
 Mean  16.0687  74.3440  0.23748 
 Median  14.9340  75.4500  0.24450 
 Maximum  1645.83  99.0200  0.53500 
 Minimum -3259.00  51.2000  0.02900 
 Std. Dev.  678.220  14.2706  0.07649 
 Skewness -1.64807  0.05689  0.17328 
 Kurtosis  11.8024  1.81761  7.25178 
 Sum  964.127  4460.64  14.2490 
 Sum Sq. Dev.  2713897  12015.4  0.34523 
 Observations  60  60  60 
 
Perkembangan kepemilikan intitusional 
cenderung stagnan, yaitu rata-rata 
74%/perusahaan pada tahun 2012 menjadi 76% 
tahun 2017. Tercatat tiga perusahaan yang 
memiliki kepemilikan intitusional paling tinggi 
yaitu pertama, PT. Sekar Laut, Tbk (SKLT) 
sebesar rata-rata 94 %/tahun atau berarti jumlah 
modal yang disetorkan sebesar 94 % dari total 
saham yang beredar. Berikutnya PT. Kimia Farma 
(Persero), Tbk (KAEF) dan PT. Unilever 
Indonesia, Tbk (UNVR) masing-masing 90 
%/tahun. Kepemilikan saham institusional di 
Indonesia relatif sama dengan di negara Asia 
lainnya, yaitu rata-rata memiliki porsi sekira 45% 
dari total kapitalisasi pasar (Joher et al. 2006).  
Secara umum perkembangan agresivitas 
pajak yang dalam penelitian ini diukur dengan 
Effective Tax Rate (ETR), juga cenderung 
stagnan, yaitu rata-rata 0,23/perusahaan pada 
tahun 2012 menjadi 0,24/perusahaan pada tahun 
2017. Tercatat PT. Sekar Laut, Tbk (SKLT) 
memiliki ETR paling tinggi yaitu rata-rata 
0,324/tahun. Sementara yang terendah yaitu PT. 
Siantar Top, Tbk (STTP) dan PT. Duta Pertiwi 




Hasil estimasi analisis regresi berganda 
data panel (common, fixed & random effect 
model) disajikan pada tabel berikut. Ketiga model 
tersebut menginformasikan bahwa manajemen 
laba (EM) tidak berpengaruh terhadap tarif pajak 
efektif (effective tax rate-ETR). Dengan kata lain 
tidak ada perbedaan penghindaran pajak antara 
perusahaan yang menerapkan manajemen laba 
dengan teknik income increasing, smoothing,  
maupun income decreasing. Hal ini diduga 
mungkin manajemen laba yang dilakukan oleh 
perusahaan bukan untuk menghindari pajak, 





tetapi untuk kepentingan yang lainmya baik itu 
karena motif kontraktual, motif pasar modal 
ataupun motif eksternal.  Namun untuk 
kepastiannya perlu dilakukan penelitian yang 
lebih mendalam.  
 
Tabel 3 
Ringkasan hasil estimasi analisis regresi berganda data panel 
 
 
Untuk menentukan apakah model 
common effect atau  fixed effect yang layak 
digunakan, perlu dilakukan Uji Chow. Hasilnya 
merekomendasikan bahwa fixed effect model 
lebih baik daripada common effect model (Cross-
section Chi-square = 25, 1047466; p-value = 
0,0029). Kemudian  berdasarkan hasil uji 
Hausman merekomendasikan random effect 
model lebih baik daripada fixed effect model 
(Cross-section random = 0,48627; p-value = 
0.7842). Berdasarkan random effect model 
diperoleh informasi bahwa kepemilikan 
institusional (IO) berpengaruh positif terhadap 
tarif pajak efektif (ETR), dengan kata lain makin 
tinggi porsi kepemilikan intitusional maka makin 
rendah penghindaran pajak (tax aviodance). 
Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitan 
sebelumnya, misalnya hasil penelitian Chen et al. 
(2019), Khan et al. (2016), dan Bird and Karolyi 
(2017) menemukan hubungan yang positif 
antara investor institusional dengan 
penghindaran pajak (tax avoidance). Berikutnya 
Kiesewatter & Manthey (2017) mengungkapkan 
bahwa makin besar kepemilikan institusional 
maka makin kuat tata kelola perusahaan dan 
akhirnya berdampak negatif terhadap 
penghindaran pajak. Dengan demikian ada 
indikasi bahwa kehadiran investor institusional 
telah memberikan pengetahuan tentang 
perencanaan pajak sehingga manajemen 
perusahaan target mampu merencanakan pajak 
secara efektif. Sebaliknya Khurana & Moser 
(2013), Hasan et al. (2016) dan Leipala (2017) 
menemukan bukti yang sebaliknya.  
Kemudian berdasarkan indikator 
koefisien determinasi terungkap bahwa  masih 
banyak faktor lain (86,4%) yang menentukan 
tingkat agresivitas pajak. Faktor tersebut 
diantaranya adalah pajak biaya (tax fees) yang 
dibayarkan untuk auditor. Makin tinggi pajak 





biaya yang harus dibayarkan, makin tinggi 
pengurangan ETR (Cook et al. 2008). Berikutnya 
penelitian tentang perusahaan di Spanyol 
menemukan bahwa ETR ditentukan oleh 
leverage, profitability, umur perusahaan, investasi 
dalam R & D (Fernández-Rodríguez, García-
Fernández, & Martínez-Arias, 2019). 
Langkah berikutnya adalah pemeriksaan 
apakah model telah memenuhi persyaratan BLUE 
(Best Linier Unbiased Estimator). Berdasarkan 
indikator Jarque-Bera terbukti bahwa 
pengganggu/residual berdistribusi normal 
(Jarque-Bera = 27,30419; p-value = 0,618683). 
Berikutnya nilai D-W = 1,8029 menunjukkan 
bahwa model ini tidak mengandung otokorelasi.  
Dengan menggunakan uji Breusch-Pagan-
Godfey, terbukti model memenuhi syarat 
homoskedastisitas (Obs*R-Squared = 7,179003; 
Prob.Chi-Square = 0,2159).  Berikutnya 
berdasarkan indikator centered variance inflation 
factor (VIF) terbukti bahwa random model effect 
model terbebas dari gejala multikolinearitas (VIF 
= 1,0457). Sedangkan spesifikasi model yang 
linear juga telah terbukti berdasarkan hasil uji 




Penelitian ini menguji pengaruh 
manajemen laba dan porsi kepemilikan saham 
institusional terhadap tarif pajak efektif 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
dalam periode 2012-2017. Hasil penelitian 
mengungkapkan bahwa porsi saham kepemilikan 
saham institusional berpengaruh positf terhadap 
tarik pajak efektif, atau berarti berpengaruh 
negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan 
manajemen laba terbukti tidak berpengaruh 
terhadap tarik pajak efektif/agresivitas pajak, atau 
berarti ada indikasi bahwa implementasi 
manajemen laba oleh perusahaan bukan dilatar-
belakangi oleh motif penghindaran pajak. 
Keterbatasan penelitian ini diantaranya karena 
tidak memperhitungkan preferensi investor, 
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